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BUPATI TAPANULI UTARA,

a bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

1

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan hngkungan
hidup vang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan
dasar manusia, sebagaimana vang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar, diperlukan
adanya penmgkatan mutu kehidupan dan penghidupan
masyarakat di  Kabupaten Tapanuli Utara dengan
mencegah tumbuh dan berkembangnyva Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk
meningkatkan kualitas dan fungs: perumahan dan
permukiman,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemingkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,



2 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom di Dalam Lingkungan
Provingt Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Toba Samosir
dan Kabupaten Dacrah Tingkat II Mandailing Natal jo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 |,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah dwbah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republk I[ndonesia
Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
MNomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
penvelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Hepubhk Indonesma
Nomor 6624,



6 Peraturan Mentern1 Pekemaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tetang Pencegahan dan
Penmingkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permulkiman Kumuh (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2018 Nomor Nomor 785),

7 Peraturan Mentenn Pekernjaan Umum dan Perumahan
Rakyvat Nomor 12/PRT/M/2020 tentang Pecran Masyarakat
dalam  Penvelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permulkiman (Benta Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 511)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTAERA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah im1 vang dimaksud dengan

1
2

Daerah adalah Kabupaten Tapanul Utara

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemermmtahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom

Bupat adalah Bupat: Tapanuli Utara

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Tapanul Utara yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemeriniahan negara Republik Indonesia dan dibantu oleh
Wakil Presiden serta mentern sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerntah Provins: adalah Provinsi Sumatera Utara
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Rumah adalah bangunan vang berfungs: sebagai tempat tinggal yang layak
hum, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghumnya, serta aset bagi pemiliknya

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dam permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapl dengan prasarana,
sarana, dan utiitas umum sebagal hasil upava pemenuhan rumah vang
layak hum

Perumahan swadava adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendin atau berkelompok,
yang meliput1 perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah
baru beserta hngkungannya

Permulkiman adalah bagian dan hingkungan human yvang terdirt atas lebih
dar satu satuan perumahan yang mempunyal prasarara, sarana, utiitas
umum, serta mempunyval penunjang kegiatan fungs: lan di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan

Lingkungan human adalah bagian dan kawasan permulkiman yang terdir
atas lebith dan satu satuan permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dan hngkungan hidup di luar
kawasan hndung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
vang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hngkungan hunian
dan tempat kegiatan vang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalam penurunan
kualitas fungsi sehagal tempat human

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak hum karena
ketidakteraturan banpunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggl, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yvang (dak memenuhi
syaral

Pencegahan adalah tindakan vang dilakukan untuk menghindan tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permulkiman kumuh baru
Pecmingkatan kuahtas adalah upaya untuk memngkatkan kualtas
bangunan serta prasarana, sarana, dan utibhtas umum

Masvarakat Berpenghasilan Rendah vang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya bell sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisitk hngkungan human yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal vang

layak, sehat, aman, dan nvaman



19 Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan human yang berfungs: untuk
mendukung penvelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya, dan ekonom

20 Utihtas umum adalah kelengkapan penumang untuk pelayanan lingkungan
hunian

21 Tzin Mendinkan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan vang diberikan olech Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurang, dan/atau merawal bangunan gedung sesual
dengan persyvaratan admimstratif dan persyaratan teknms yang berlaku

22 Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemenntah yang
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman

23 Senap orang adalah orang persecorangan atau badan hukum

24 Badan hukum adalah badan hukum yang didimkan oleh warga negara
Indonesia vang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permulkiman

25 Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan
dinn  secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan
pemersatu, vaitu adanyva wvisi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama,
sehingga kelompok tersebut memilika kesamaan tujuan vang mgm dicapail

bersama

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Daerah i dimaksudkan untuk memberkan landasan upava
pencegahan dan peningkatan kualtas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh di Daerah

Pasal 3
Peraturan Daerah 1 bertujuan untuk
a mencegah tumbuh dan berkembangnya petrumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan
permukiman vang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnva,
b meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permulaman
kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permuliman yang

lavak huni dalam hngkungan vang schat, aman, serasi, dan teratur
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Pasal 4

Ruang hngkup Peraturan Daerah i1 mehiputi

a Krnteria dan Tipologl Perumahan Kumuh dan Permulaman Kumuh,

b Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh
Dan Permulaman Kumuh Baru,

¢ Pemingkatan Kualtas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh,

d Penyediaan Tanah,

e Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan,
Tugas Dan Kewapnban Pemerintah Daerah, dan

g Pola Kemitraan, Peran Masyvarakat, Dan Kearifan Lokal

BAB 1il
KRITERTA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permulaoman Kumuh
Pasal 5
(1) Kntena perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kritena
vang digunakan untuk menentukan kondis1 kekumuhan pada suatu
perumahan dan permukiman
(2) Kniterta perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mehput: kntena kekumuhan ditinjau dar
a bangunan,
b jalan hngkungan,
c penyediaan air minum,
d dramnmase hngkungan,

pengelolaan air hmbah,

=0

pengelolaan persampahan, dan

g proteks) kebakaran

Pasal 6
(1) Knterna kekumuhan ditimjau damn bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2] huruf a mencakup
a kendakteraturan bangunan,
b  tingkat kepadatan bangunan yang tingg yang tidak sesuax dengan
ketentuan rencana tata ruang, dan/atau

¢ kualitas bangunan vang tidak memenuhi syarat

|



(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kondis1 bangunan pada perumahan dan permukiman
a tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-
undangan, vang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan
tampilan bangunan pada suatu zona, dan/atau
b tidak memenuh: ketentuan tata bangunan dan tata kualitas hingkungan
dalam Eencana Tata Bangunan dan Lingkungan (ETBL), yang melputi
pengaturan blok lhngkungan, kaveling, bangunan, ketinggman dan
elevas1 lantan, konsep 1identitas lingkungan, Lkonsep orientas:
Iingkungan, dan wajah jalan
{3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggl yang tidak sesual dengan
ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondis: bangunan pada perumahan dan permukiman dengan
a Koehsen Dasar Bangunan (KDB] vang melebihn ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan/atau RTBL, dan fatau
b  Koefisien Lantar Bangunan (KLB) vang melebihi ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan, dan/atau RTEL
{4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondis: bangunan gedung pada
Perumahan dan Permukiman yvang tidak sesuail dengan persyaratan teknis
(o} Persyaratan tekmis bangunan gedung sebagaimana dimmaksud pada ayat (4
terdir atas
a persyaratan tata bangunan, dan
b persyaratan keandalan bangunan gedung
(6) Persyvaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada avat {5} huruf a
terdin atas
a peruntukan lokas: dan intensitas bangunan gedung,
b arsitektur bangunan gedung,
¢ pengendaban dampak hingkungan,
d rencana tata bangunan dan hngkungan (RTBL), dan
e pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum
(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayal
{3} huruf b terdin1 atas
a persyaratan keselamatan bangunan gedung,
b persyaratan kesehatan bangunan gedung,
¢ persyaratan kenvamanan bangunan gedung, dan
d persyaratan kemudahan bangunan gedung

s



Pasal 7
{1} Dalam hal daerah belum mem:ilila RDTR dan/atau RTBL, maka pemilaan
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada
persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara
(2) Dalam hal bangunan tidak memilikn IMB dan persetuyjuan mendirkan
bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan
dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemernntah daerah dengan

mendapatkan pertimbangan dan Tim Ahh Bangunan Gedung (TABG)

Pasal &

{1) Kriteria kekumuhan ditinjau dan jalan hngkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) hurul b mencakup
a jarngan Jalan bngkungan tdak melavam  selurubh hngkungan

perumahan atau permulkiman, dan/atau

b kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

(2) Jarmngan jalan hngkungan tidak melayan seluruh hngkungan perumahan
atau permukiman sebhagmimana dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan
kondisi sebagian hngkungan perumahan atau permukiman tidak terlayam
dengan jalan hngkungan

(3) Kualitas permukaan jalan hngkungan buruk sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan hingkungan

terjad: kerusakan permukaan jalan

Pasal 9

(1) Kriterta kekumuhan ditinjau dan penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] huruf ¢ mencakup
a ketidaktersediaan akses aman air munum, dan/atau
b tdak terpenuhinva kebutuhan air minum setiap mndividu sesuai

standar vang berlaku

{2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a merupakan kondis1 dimana masyarakatl tidak dapat mengakses
air minum yang memihiki kuahtas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak
berasa

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan awr mimmum setiap mdmvidu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondis: dimana kebutuhan auwr
minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak

mencapal miummal sebanyak 60 {enam puluh) hiter/orang/har



Pasal 10

(1) Kntena kekumuhan ditinjau dan drainase lngkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup
a dramase hngkungan tidak tersedia,
b dramase hngkungan tidak mampu mengalirkan hmpasan air huwan

sehimgga memimbulkan genangan, dan/atau

¢ kuahtas konstruksi drainase ingkungan buruk

(2) Dranase hngkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal
tidak tersedha, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierark: da
atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menmimbulkan
genangan

(3) Draimnase lmgkungan tidak mampu mengalirkan hmpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kondisi dimana janngan dramase lingkungan tidak
mampu mengalirkan hmpasan air sehingga menmnmbulkan genangan
dengan tingg lebih dan 30 cm (figa puluh sentimeter) selama lelnh dan 2
(dua) jam dan terjadi lebih dan 2 (dua) kah setahun

(4] Kualitas konstruks: draimnase lingkungan buruk sebagaimana dmaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondis:1 dimana kualtas konstruksi
drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau

penutup atau telah terjadi kerusakan

Pasal 11
{1) Knternna kekumuhan ditinjau dar pengelolaan air hmbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup
a sistermn pengelolaan air hbmbah tidak sesua dengan standar teknms yang
berlaku, dan/atau
b  prasarana dan sarana pengelolaan air hmbah wudak memenuhn
persyaratan tekms
(2) Sistem pengelolaan ar limbah ndak sesual dengan standar tekmis yang
berlaku scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan kondis:
dimana pengelolaan air hmbah pada lngkungan perumahan atau
permukiman tidak memihiki sistem yang memadai, yaitu terdin dan
kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik bailk secara

indmadual /domestik, komunal maupun terpusat
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(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air imbah tidak memenuhi persvaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi
prasarana dan sarana pengelolaan air hmbah pada perumahan atau
permukiman dimana
A kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangk septik, dan/atau

b ndak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat

Pasal 12
(1) Kriterna kekumuhan ditinjau dan pengelolaan persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup
a prasarana dan sarana persampahan tidak sesua dengan persyaratan
reknis, dan/atau
b sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan tekmis
(2} Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
sebagaimana dumaksud pada ayal (1) hurul a merupakan kondisi dimana
prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau
permulaman tidak memadar sebagar benkut
a tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau
rumah tangga,
b tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)
pada skala permulaman,
c gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan
d tempat pengumpulan sampah pada skala perumahan atau kelompok
bank sampah
(3) Bistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan tekms
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana
pengelolaan persampsahan pada lingkungan perumahan atau permukiman
tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut
a pewadahan dan permilahan domestik,
b pengumpulan hngkungan,
penganglkutan hngkungan, dan
d pengolahan lingkungan

Pasal 13
(1) Kritenna kekumuhan dittimjau dan  proteks: kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] hurutf g mencakup ketidaktersediaan
a prasarana proteks: kebakaran, dan/fatau

b sarana proteks: kebakaran
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(2) Ketidaktersechaan prasarana proteks: kebakaran sebagaimana dimaksud
pada avat (1} huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya
prasarana proteks: kebakaran yang mehput
a pasokan air dan sumber alam maupun buatan,

b jalan Ingkungan wvang memudahkan masuk keluarnya kendaraan
pemadam kebakaran,

¢ sarana komurikas: untuk pembertahuan terjadinyva kebakaran kepada
Instans: pemadam kebakaran, dan

d data tentang sistem proteks: kebakaran hingkungan

{3) Ketidaktersediaan sarana proteks: kebakaran sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianva prasarana
proteks: kebakaran yang mehput:

a alat pemadam ap: ringan (APAR],
b mobil pompa,
¢ mobil tangpa sesuai kebutuhan, dan

d peralatan pendukung lainnya

Bagian Kedua
Tipologl Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Pasal 14
(1) Tipologt perumahan kumuh dan permulkiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan
letak lokas1 secara geografis

(2) Tipologt perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdin dan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh

a di atas am,

b di tep1 air,

¢ i dataran,

d di perbukitan, dan

di daerah rawan bencana
{(3) Tipologn perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

h

dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan denéan alokas1 peruntukan
dalam rencana tata ruang

(4} Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada

avat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai

=11 -



BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnva perumahan kumuh dan
permulaman kumuh baru dilaksanakan melalui
a pengawasan dan pengendahan, dan

b pemberdayaan masyarakat

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap
a penzmnan,
b standar tekms, dan
¢ kelaikan fungs
(2] Pengawasan dan pengendalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada
a tahap perencanaan,
b tahap pembangunan, dan

¢ tahap pemanfaatan

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendahan
Pasal 17
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian lerhadap perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 avat (1) huruf a sesuar dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
(2} Pengawasan dan pengendalian kesesualan terhadap penzinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan
permukiman
(3] Pengawasan dan pengendahan kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin
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kesesualan lokasi perumahan dan permukiman vang direncanakan
dengan rencana tata ruang, dan
keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas

wmum sesual dengan ketentuan dan standar tekms yang berlaku

Pasal 18

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar tekns

sebagaimana dmmaksud dalam Pasal 16 ayat (1} huruf b dilakukan

terhadap

a bangunan,

b jalan lingkungan,

c penyediaan air minum,

d dramnase linglkungan,

e pengelolaan air imbah,

I pengelolaan persampahan, dan
g Proteks: Kebakaran

(2) Pengawasan dan pengendaban kesesualan terhadap standar teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan

perumahan dan permukiman

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar tekms

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamm

a

terpenuhinya sistem pelayanan vang dibangun sesuar ketentuan
standar teknis yang berlaku,

terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi vang dibangun sesua
ketentuan standar teknis vang berlaku, dan

terpenuhinya kualitas bahan atau matenal yang digunakan serta
kualtas pelayanan vang diberikan sesuai ketentuan standar tekmis

vang berlaku

Pa=zal 19

(1} Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungst

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayart (1) huruf ¢ dilakukan terhadap

a
b
C

d

bangunan,

jalan hngkungan,

penvediaan air minum,
dramnase hingkungan,
pengelolaan air imbah,
pengelolaan persampahan, dan
Froteks1 Kebakaran



(2) Pengawasan dan pengendalian kesesualan terhadap kelayakan (dirubah
menjadi kelaikan) fungs1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada tahap pemanfaatan perumahan dan permulkiman
(3] Pengawasan dan pengendaban kesesualan terhadap kelayakan fungs:
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilakukan untuk menjamn
a kondis1 sistem pelayvanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta
kualitas bahan atau material vang digunakan masih sesuai dengan
kebutuhan fungsionalnyva masing-masing,

b kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas
umum dalam perumahan dan permulaman, dan

¢ kondisi kerusakan bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas

umum tidak mengurang keberfungsiannya masing-masing

Pasal 20
Pengawasan dan pengendahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal
18, dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21
Pengawasan dan pengendahan terhadap {umbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukmman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara
a pemantauan,
b  evaluasi, dan

c pelapouran

Pasal 22

(1} Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a merupakan kegiatan pengamatan vang dilakukan secara
a langsung, dan/atau
b tidak langsung

{2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dilaksanakan olch
Pemerintah Daerah dengan mehbatkan peran masyarakat

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalun pengamatan lapangan pada lokasi yang dundikas:
berpotens: menjadi kumuh
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan

a data dan informasi mengenal lokas: kumuh vang ditangam, dan

b pengaduan masvarakat maupun media massa

Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala maupun sesual kebutuhan

Pasgal 23

Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan
obyektif terhadap hasil pemantauan

Evaluasi1 sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh
pemenntah daerah dengan mehbatkan peran masyarakat

Pemerntah Daerah dapat dibantu oleh ahh vang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memada: dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didakukan dengan menilai
kesesuaian perurmnahan dan permulkiman terhadap

a penzman pada tahap perencanaan,

b standar teknis pada tahap pembangunan, dan/atau

¢ kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertar dengan
rekomendas: pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh

dan permukiman kumuh baru

Pasal 24

Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf ¢ merupakan kepatan penyampaian hasil
pemantauan dan evaluas: ;

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh
pemernintah daerah dengan melhbatkan peran masyarakat

Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memilila pengalaman dan
pengetahuan memadar dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh



(4} Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dygadikan dasar bagi Pemermtah Daerah untuk melaksanakan
upava pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan

(5} Laporan hasil pemantauan dan evaluasi schagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat

Bagian ketiga
Pemberdayaan Masvarakat
Paragraf 1
Umum

Pasal 25
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b
dilakukan terhadap pemangku kepentingan idang perumahan dan kawasan
permulaman melalun

a pendampingan, dan
b pelayanan informasi

Paragraf 2
Pendampingan
Pasal 26
(1) Pendampingan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 25 huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasihitasi
pembentukan dan fasihitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya
masyarakat
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
pelavanan kepada masyarakat dalam bentuk
a penyuluhan,
b pembimbingan, dan
¢ bantuan tekms
Pasgal 27
(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2] huruf a
merupakan kegatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
(2) Penvuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosiahas:
dan diseminasi
(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat menggunakan alat

bantu dan/atau alat peraga
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Pasal 28

{1) Pembimbmgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 avat (2) huruf b
merupakan kegiatan untuk memberikan petumjuk atau penjelasan
mengenal cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan akbivitas tertentu
terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permulaoman kumuh

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
a pembhimbingan kepada kelompok masyarakat,
b  pembimbingan kepada masyarakat perorangan, dan
¢ pemmbimgan kepada dunia usaha

Pasal 29
(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 avat (2] huruf ¢
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat tekms
berupa
a fisik, dan
b non-fisik
(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mehputi
a fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan,
b fasihitas: pemehharaan, dan/atau perbaikan jalan hingkungan,
famlitas1 pemehharaan, dan/atau perbaikan dramnase lingkungan,
d fasilitasi pemeltharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air
minum,
e fasilitasi pemelbharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air
hmbah, dan/atau
f fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahan
(3) Bantuan tekrus dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) huruf b mehput:
a fasihitas: penyusunan perencanaan,
b fasilitas penguatan kapasitas kelembagaan,
¢ fasihitas1 pengembangan alternatif pembiayaan, dan/atau

d fasilitas: persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta

B



Pasal 30

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan

ketentuan tata cara sebagai benkut

a pendampingan dilaksanakan oleh Pemerntah Daerah melalun Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara,

b pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru,

¢ pendampingan dilaksanakan dengan mehbatkan ahli, akadems: dan/atau
tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadan
dalam hal pencegahan dan perungkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permulkiman kumuh,

d pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan
permukiman yang membutuhkan pendampingan,

e pendampmgan dilaksanakan dengan terlebh dahulu mempelajan
pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi vang telah dibuat baik secara
berkala maupun sesua1 kebutuhan atau insidental, dan

f pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan

alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya

Paragraf 3
Pelayanan Informas:
Pasal 31

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk
pembenitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh

(2) Pelayanan informas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mehputi
a rencana tata ruang,

penataan bangunan dan hingkungan,

perizinan, dan

standar perumahan dan permukiman

a o o

Pasal 32
(1) Pelavanan informast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan
Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat
(2) Pemerintah Daerah menyvampaikan mformasi melalul media elektromk

dan/atau cetak dengan menggunakan bahasa vang mudah dipaham
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BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33
(1) Penungkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh didahulu: dengan penctapan lokas: dan perencanaan penanganan

(2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditindaklanjuti degan pengelolaan
untuk mempertahankan dan memaga kualitas perumahan dan

permukiman secara berkelanjutan

Bagian Kedua
Penetapan Lokam
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

(1) Penetapan lokast dilakukan pada kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha ({sepuluh hektar) yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

(2} Pemenntah Daerah dapat memberikan masukan dalam penetapan kawasan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 Ha
vang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provins:

(3} Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wanb didahulw proses pendataan yang dilakukan
oleh Pemerimntah Daerah dengan mehbatkan peran masyarakat

(4) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput: proses
a dentilikas lokas:, dan
b penilaian lokas

(5) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemenntah Daerah dalam bentuk
Keputusan Bupati berdasarkan hasil perulaian lokast

(6) Penetapan  lokasi ditindaklamjuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permulaman kumuh yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat
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Pasal 35
Identifikas: lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a,
mehiput: identifikas: terhadap

satuan perumahan dan permuloman,
kondis1 kekumuhan,

legalitas lahan, dan

pertimbangan lamn

&0 g p

Pasal 36

(1) Idenufikast satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau
lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadava dan
set1ap lokas: dalam suatu wilayah Kabupaten

(2} Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk perumahan dan permulkiman formal dilakukan dengan
pendekatan fungsional melalul identifikas: delimiast

(3} Penentuan satuan perumahan dan permulkiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan
dengan pendekatan administratif

(4) Penentuan satuan perumahan swadayva sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan pendekatan admmmstratif pada tingkat rukun
warga/lingkungan

(5} Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada avat

(3] dilakukan dengan pendekatan admimistratif pada tingkat kelurahan

Pasal 37

(1) Identifikas1 kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada
suatu perumahan dan permulaman dengan menemukan dan mengcnali
permasalahan  kondist  bangunan beserta sarana dan prasarana
pendukungnya

(2) Identifikas1 kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan knteria perumahan kumuh dan permuliman

kumuh

Pasal 38
(1) ldentifikast legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c
merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan
pada setiap lokas: perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebaga

dasar yang menentukan bentuk penanganan
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(2) Identifikas: legaliias lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputs
aspek
a kejelasan status penguasaan lahan, dan
b kesesuaian dengan rencana tata ruang

(3) Keyelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada avat (2}

huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa

a kepermbkan sendir, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah
atau bentuk dokumen keterangan status tanah lamnya vang sah, atau

b kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulavat), dengan bukt 1zin
pemanfaatan tanah dar pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan pengguna tanah

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] hurul b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lzhan dalam

rencana tata ruang

Pasal 39

(1) [dentifikas1 pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat
non fistk untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh

(2} Identifikas1 pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput aspek
a mlal strategis lokas,
b kependudukan, dan
c kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

(3) Nilax  strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a
merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada
a fungsi strategis Kabupaten, atau
b bukan fungs: trategis Kabupaten

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b merupakan
pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau
permukiman dengan klasifikas: :

a rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 nwa/ha,

b sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 — 200 jiwa /ha,
¢ unge yaitu kepadatan penduduk antara 201 — 400 jijwa/ha, dan
d sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 nwa/ha,
(3) Kondist sosial, ekonomi, dan budava sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan pertimbangan potensi yvang dimilika lokas: perumahan

atau permukiman berupa



a potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan,
b potens: ekonomu yaitu adanya kematan ekonom tertentu yang bersifat
strategis bag masyarakat setempat, dan
¢ potensi budaya vaitu adanya kegatan atau warnsan budaya tertentu
yang dimiliki masyarakat setempat
Pasal 40
(1) Prosedur pendataan identifikas: lokas: perumahan kurauh dan permukiman
kumuh sebagamimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, dilakukan
oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permuliman Kabupaten Tapanuh
Utara
(2] Prosedur pendataan sebagmimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokas: vang terindikas: sebagai
perumahan kumuh dan permulaman kumuh
{3} Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada avat
(1), pemerintah daerah menylapkan format 1sian dan prosedur pendataan
wdentifikasi lokas: perumahan kumuh dan permukiman kumuh
(4) Format 1sian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah 1

Pasal 41
(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {4} huruf b
dilakukan untuk menlar hasil identifikas: lokas: vang telah dilakukan
terhadap aspek

a kondisi kekumuhan,
b legalitas lahan, dan
¢ pertimbangan lamn
(2) Pemilmian  lokas: berdasarkan aspek kondisi kekumuhan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdinn atas klasifikas:

a kumuh kategon ringan,
b kumuh kategon sedang, dan
¢ kumuh kategor: berat
(3) Penilaian lokas: berdasarkan aspek legalhtas lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdin atas klasifikas:
a status lahan legal, dan
b status lahan tidak legal
(4) Pemlalan berdasarkan aspek pertimbangan lam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ terdin atas
a pertimbangan lain kategon rendah,
b pertimbangan lain kategon sedang, dan

¢ pertimbangan lain kategor: tingg
i i



(2] Formulas penlaian lokas: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II vang merupakan bagian fidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah im

Paragraf 2
Ketentuan Penetapan Lokas
Pasal 42
(1) Penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (1)
berdasarkan kondis: kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan upologi
digunakan sebaga1 pertimbangan dalam menentukan pola penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
{2) Penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayvat {1]
herdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan

prioritas penanganan

Pasal 43

(1) Penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayvat (3) dilengkam
dengan
a tabel daftar lokast perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan
b peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh

(2} Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bensi data
terkait nama lokasi, luas, hingkup admuustratf, ttik koordinat, kondisi
kekumuhan, status lahan dan prionitas penanganan untuk setiap lokas:
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan

(3) Prioritas penanganan sebageimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
hasil penilaian aspek pertimbangan lamn

(4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dar1 Peraturan Daerah 1

Pasal 44

(1) Penetapan lokas1 sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat {3) dilakukan
peninjauan ulang paling sedikat 1 (satu) kalh dalam 5 {ima) tahun

(2} Pemimjauan ulang sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengetahu pengurangan jumlah lokas: dan/atau
luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dan
penanganan yang telah dilakukan

(3) Penmimjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalu

proses pendataan



(4) Hasil peminjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupat:

Pasal 45
(1) Perencanaan penanganan sebagammana dimaksud dalam Pasal 34 avat (6)
dilakukan melalui tahap

persiapan,
survet,

penyusunan data dan fakta,

analisis,

penyusunan kensep penanganan, dan

penyusunan rencana penanganan

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BT R = N ¢ B 1+

huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah,
dan/atau jangka panjang heserta pembiayaannya
(3)Ketentuan lebrh lanjul mengenai rencana penanganan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Penanganan
Paragraf 1
Umum
Pasal 46
(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaan aspek kondis:
kekumuhan dan aspek legalitas lahan
(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh
{3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
a pemugaran,
b  peremajaan, dan
¢ pemukiman kembah
(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
pemermtah pusat dan pemenntah daerah sesuai dengan kewenangannya

dengan melibatkan peran masyarakat

Pasal 47
Pola penanganan sebagaimana dimasud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan
ketentuan
a dalam hal lokasi memiliki klasifikast kekumuhan berat dengan status

lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaarn,
-24.
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b dalam hal lokasi memiliki klasifikas1 kekumuhan berat dengan status
lahan 1legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali,

¢ dalam hal lokas1 memiliki klasifikas: kekumuhan sedang dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan,
dan

d dalam hal lokasi memilika klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan 1legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemulkiman
kembal1

Pasal 48

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan

mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)

diatur dengan ketentuan

a dalam hal Iokas1 termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di atas air, maka penanganan vang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta
kelestaran air,

b dalam hal lokasi termasuk dalam tipologt perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di tepr air, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karaktenstik dava dukung tanah tep1 air, pasang surut air
serta kelestarian air dan tanah, dan

¢ dalam hal lokast termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permulkiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik kelerengan, dayva dukung tanah, jenis

tanah serta kelestanan tanah

Paragraf 2
Pemugaran
Pasal 49
(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hurufl a
dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembalh perumahan
dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman vang layak hum
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utihtas umum untuk
mengembalikan fungs!: sebagaimana semula
(3} Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan melalui tahap

a pra konstruksi,
b lkonstruksi, dan
¢ pasca konstruks
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Pasal 50
{1) Pemugaran pada tahap pra konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (3) huruf a mehiput
a dentifikasi permasalahan dan kapan kebutuhan pemugaran,
b sosiahsasit dan rembuk warga pada masyarakat terdampak,
¢ pendataan masyarakat terdampak,
d penyusunan rencana pemugaran, dan
e musyawarah untuk penyepakatan
(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
avat {3) huruf b meliputs

a proses pelaksanaan konstruksi, dan
b pemantauan dan evaluas: pelaksanaan konstruksi
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruks: sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (3) huruf ¢ mehputa

a pemanfaatan, dan
b pemeliharaan dan perbaikan

Paragraf 3
Peremajaan
Pasal 51
(1} Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b
dilakukan untuk mewuwudkan kondist rumah, perumahan, dan
permukiman yvang lebih bark guna mehndung! keselamatan dan keamanan
penghum dan masvarakat sekitar
(2} Peremajaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan melalu
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumabh,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum
(3} Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan
terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagl masyarakal
terdampak
(4] Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan melalu tahap

a pra konstruksi,
b  konstruksi, dan
¢ pasca konstruks

Pasal 52
(1) Peremajaan pada tahap pra konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 avat (4) huruf a mehputs

a 1dentifikas: permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan,

b penghuman sementara untuk masyvarakat terdampak,
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sosilalisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak,

o

d pendataan masyarakat terdampak,
€ penyusunan rencana peremajaan, dan
f  musyawarah dan diskus: penyepakatan
(2) Peremajaan pada tahap konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayvat (4) huruf b meliput:
a proses ganti rugl bagm masyvarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan,
b penghuman sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain,
c proses pelaksanaan konstruks: peremajaan pada lokas: permulkiman
eksisting,
d pemantauan dan evaluas: pelaksanaan konstruks: peremajaan, dan
¢ proses penghuman kembah masyarakat terdampak
(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruks: sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 avat (4] huruf ¢ melputs
a pemanfaatan, dan

b pemehharaan dan perbaikan

Paragraf 4
Pemulaman Kembali
Pasal 53
(1} Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat {3) huruf
¢ dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan. dan
permukiman yang lebih batk guna melindung keselamatan dan keamanan
penghum dan masyarakat
(2) Pernukiman kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
melalui tahap

a pra konstruksi,
b konstruks), dan
¢ pasca konstruks:

Pasal 54 :
(1) Pemukiman kembah pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2] huruf a mehput
a kapan pemanfaatan ruang dan/atau kajian legahtas lahan,
b penghuman sementara untuk masvarakat di  perumahan dan
permukiman kumuh pada lokas: rawan bencana,
sosialisast dan rembuk warga pada masyarakat terdampak,

d pendataan masyarakat terdampak,
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€ penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran
pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembal,
dan
f  musyawarah dan diskus1 penyepakatan
(2} Pemukiman kembali pada tahap konstruks: sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf b meliput:
a proses gantt rugl bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan,
b proses legahsasi lahan pada lokas: pemukiman baru,
c proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan
permukiman baru,
d pemantauan dan evaluas: pelaksanaan konstruks: pemukiman kembal,
e proses penghuman kembalh masyarakat terdampak, dan
f proses pembongkaran pada lokas: pemukiman eksisting
(3] Pemukiman kembah pada tahap pasca konstruks: sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 avat {2) huruf ¢ melhput:
a pemanfaatan, dan

b pemeliharaan dan perbaikan

Bagian Keempat
Pengelolaan
Paragral 1
Umum
Pasal 55
(1} Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permulkiman kumuh yang
telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas
perumahan dan permukiman secara berkelanjutan
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya
{3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadava sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya magyarakat
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemeliharaan dan perbaikan
(5) Pengelolaan dapat difasihitas: oleh pemermtah daerah untuk meningkatkan
keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman

layvak hum
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{6} Fasilitas: sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk

a penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria,

b pemberian bimbingan, pelatthan/penyuluhan, supervisi, dan
konsultas:,
pembenan kemudahan dan/atau bantuan,

d koordinasi antar pemangku kepentmngan secara periodik atau sesuai
kebutluhan,

e pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman, dan/atau

f pengembangan sistemn informasi dan komumkas:

Paragraf 2
Pemehharaan
Pasal 56
(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4] dilakukan melalu
perawatan dan pemeriksaan secara berkala
(2] Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayart (1) wajib dilakukan
oleh setiap orang
(3) Pemehharaan prasarana, sarana, dan utiitas umum untuk perumahan, dan
permukiman wanb dilakukan olch Pemerintah Daerah dan/atau setiap
orang
(4} Pemeltharaan sarana dan utiitas umum untuk hngkungan human wanb
dilakukan oleh Pemenntah Pusat, Pemermtah Daerah, dan/atau badan
hukum
(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wanb dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum

Paragraf 3
Perbaikan
Pasal 57
(1} Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalul rehabilitas) atau
pemugaran
{2} Perbaikan rumah wapb dilakukan oleh setiap orang
{3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan
permukiman wajb dilakukan oleh Pemerntah Daerah dan/atau setiap

orang
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(4) Perbatkan sarana dan utihtas umum untuk hngkungan hunian wanb
dilakukan oleh Pemermtah Pusat, Pemenntah Daerah, dan/atau setiap
orang

(5) Perbaitkan prasarana untuk kawasan permukiman wapb dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH
Pasal 58
(1) Pemermntah Daerah sesuar dengan kewenangannya bertanggung jawab atas
penyediaan tanah dalam rangka pemingkatan kuabtas perumahan kumuh
dan kawasan permukiman kumuh
(2] Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam rencana tata ruang wilavah merupakan langgung

}awab Pemerintah Daerah

Pasal 59
(1) Penyediaan tanah untuk penmgkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan
melalu
a pembenan hak atas tanah terhadap tanah vang langsung dikuasa:

negara,

b konsohdasi tanah oleh permihk tanah,

¢ peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemlik tanah,

d pemanfaatan dan permndahtanganan tanah barang mibk negara atau
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan /atau

& pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar

(3] Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) dilaksanakan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIl
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN
Pasal 60
(1] Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiavaan
pencegahan dan pemngkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh
(2] Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung

jawab Pemerintah Daerah
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(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan
a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
b sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
(4} Ketentuan lebih lanjut mengenar tata cara pendanaan dimaksudkan untuk
menjamin kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIl
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH NDAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61
(1) Pencegahan dan pemngkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajb dilakukan oleh Pemerintah Daerah
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pemernntah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemenntah Provins:

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah
Pasal 62
(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki
tugas

a merumuskan kebyakan dan strategi serta rencana pembangunan kota
terkail pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh,

b melakukan surver dan pendataan skala mengenal lokas: perumahan
kumuh dan permukiman kumuh,

¢ melakukan pemberdayaan masyarakat, _

d melakukan pembangunan kawasan permulaman serta sarana dan
prasarana dalam wupaya pencegahan dan peningkatan kuahtas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

¢ melakukan pembangunan rumah dan perumahan vang layak hum bagm
masyarakat, khususnya masvarakat miskm dan masyarakat

berpenghasilan rendah,
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f membenkan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masvarakat
miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah,

g melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di
bidang perumahan dan permukiman, serta

h  melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan
pemingkatan kuahtas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

(2) Pelaksanaan fungs: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
perangkar daerah sesual kewenangannya

(3) Pemermtah daerah melakukan koordmasi dan sinkronisasi program antar
perangkat daerah

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud
pada ayvat (3) dilakukan oleh tim koordinas yvang ditetapkan dengan
Keputusan Bupat

Bagian Ketiga
kewapban Pemerintah Daerah
Pasal 63

{1) Kewanban Pemenntah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan
pada tahap
a pengawasan dan pengendalan, dan
b pemberdayaan masvarakat

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputy

a melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
penzinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman,

b melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman,
dan

¢ melaksanakan pengawasan dan pengendahan terhadap kesesuaian
kelaikan fungs: pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mehput:

a memberkan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipas1 dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
melalu penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis, dan

b memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai
rencana tata ruang, penzinan dan standar tekms perumahan dan
permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upava pencegahan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh
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Pasal b4

(1} Kewajlban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permuliman kumuh dilakukan pada tahap

a penetapan lokasi,

b penanganan, dan

G

pengelolaan

(<) Kewaniban Pemenntah Daerah pada tahap penetapan lokas: schagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf a mehputy

a

melakukan identifikas: lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalu survel lapangan dengan mehbatkan peran masyarakat,

melakukan penilaian lokast perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sesuai kritena yvang telah ditentukan,

melakukan penetapan lokast perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalui keputusan kepala daerah, dan

melakukan penimjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan

kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun

{3) Kewapban Pemernntah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mehput:

a

melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permulkaman kumuh,

melakukan sosialisasi dan konsultast publk hasil perencanaan
penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
dan

melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh melalun pola-pola  pemugaran, peremajaan,

dan/atau pemukiman kembal

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ meliputi

£

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun
partisipasi dalam pengelolaan,

membenkan fasilitas1 dalam upaya pembentukan kelompok swadaya
masvarakat, dan

memberikan fasihitast dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya

pemelitharaan dan perbaikan

B 2 1



Bagian Keempat
Pola Koordinasi
Pasal 65
{1} Pemernntah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewapbannya,
melakukan koordinasi dengan pemenntah pusat dan pemerntah provins
{2) Koordinas: yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dmmaksud
pada ayvat (1) meliputs

a melakukan smkromsas: kebyakan dan strateg kabupaten dalam
pencegahan dan peningkatan kuahtas terhadap perumahan kumuh dan
permulaman kumuh dengan kebjjakan dan strategi provins: dan
nasional,

b melakukan penyvampaian hasl penetapan lokas: perumahan kumuh
dan permulaoman kumuh kepada pemenntah provins: dan pemermtah
pusat,

¢ melakukan sinkromisas: rencana penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana
pembangunan proving dan nasional, dan

d membenkan permohonan fasibtasy dan bantuan lekms dalam bentuk
pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan
peningkatan kuahtas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh

BAB IX
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARTFAN LOKAL
Bagian Kesatu
Pola Kemitraan
Pasal 66
(1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan
dalam upaya peningkatan kuahlas terhadap perumahan kumuh dan
permulkiman kumuh yaitu
a kemitraan antara Pemerntah Daerah dengan Badan Usaha Milik
Negara, Daerah, atau Swasta, dan
b kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat
{2) Kemtraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha negara, daerah,
atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dikembanglkan melalui
a perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosal

perusahaan, dan
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b perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permulaman kumuh

(3) Kermitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyvarakat sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalu pemingkatan
peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Paragraf 1
Peran Masyvarakat Dalam Pencegahan

Pasal 67
Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkemban gnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap
a pengawasan dan pengendalian, dan

b pemberdayaan masvarakat

Pasal 68

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan dalam bentuk

a Dberpartisipasi akul menjaga kesesualan perizinan dann  bangunan,
perumahan dan permuliman pada tahap perencanaan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalhan
kesesuaian penzinan dan  perencanaan bangunan, perumahan dan
permukiman di hngkungannya,

b  berpartisipasi aktbf menjaga kesesuaian standar tekms dar bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendahan
kesesualan standar tekms dar pembangunan bangunan, perumahan dan
permukiman di ingkungannya, dan

¢ berpartisipast aktif menjaga kesesualan kelaikan fungs: dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut
membantu Pemenntah Daecrah dalam pengawasan dan pengendahan
kesesualan kelaikan fungs: dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan

permukiman di lingkungannva
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Pasal A9

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan dalam bentuk

a

berpartisipasi aktif dalam berbaga kegiatan penyuluhan, pembimbingan,
dan/atau bantuan tekmis yang dilakukan oleh pemermmtah pusat,
pemerintah provinst dan/atau Pemenntah Daerah untuk memngkatkan
kesadaran dan partisipas: dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan

memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informas: yvang diberikan
oleh Pemenntah Pusat, Pemerintah Provins: dan/atau Pemerintah Daerah
mengenal rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan
dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upayva pencegahan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas
Pasal 70

Peran masyarakat dalam pemingkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap

a

penetapan lokast dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permulaman kumuh,

penmgkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, dan

pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pasal 71

(1) Dalam penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a,

masyarakat dapat

a berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan
permulaman kumuh, dengan mengikuti survel lapangan dan/ atau
memberikan data dan informast yang dibutuhkan sesua dengan
ketentuan yang berlaku, dan

b berpartisipast dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan
lokast perumahan kumuh dan permukman kumuh dengan dasar
perimbangan berupa dokumen atau data dan mformas: terkait yang

telah dibenkan saat proses pendataan
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